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PUTUSAN
Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Jnp
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, NIK. 7304095604730003, tempat dan tanggal lahir Bulo Bulo, 16 April
1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Pendidikan Strata |, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kabupaten

Jeneponto, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxxx, NIK. 7304091601840002, tempat dan tanggal lahir Gunung Repao,
16 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan
Strata |, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kabupaten Jeneponto,

Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2020

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor

398/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu

tanggal 04 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1431

H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke,
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Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal
08 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah sendri, selama 8 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak,
masing-masing bernama:
3.1. xxxxxxx, umur 8 tahun, tinggal bersama Penggugat;
3.2. xxxxxxx, umur 7 tahun, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat telah mengalami keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan
hubungan suami isteri sejak tahun 2018 berdasarkan keadaan dan sebab-
sebab sebagai berikut:
4.1.Bahwa, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, sulit
dinasehati dan tidak terima diingatkan untuk melaksanakan kewajiban
sebagai muslim (beribadah), Tergugat hanya marah-marah, berkata
kasar, mengucapkan kata ingin berpisah bahkan seringkali ingin
melakukan kekerasan fisik;
4.2.Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk, sering berhutang dan
menjual peralatan rumah tangga, tanpa memberitahukan Penggugat,
menghabiskan uang tanpa diketahui Penggugat, uang tersebut
dikemanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan
sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali
selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa sebagai seorang , Penggugat telah memperoleh izin atasan
untuk  mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin  Nomor
1211/kk.2107/1/PW.01/11/2020 tanggal 16 November 2020 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Xxxxxxx terhadap
Penggugat, XXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;
Subsider:
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim
Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,
panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir
dipersidangan secara in persoon, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
393/Pdt.G/2020/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-
undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara
ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin
dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian
Agama Kabupaten Jeneponto, Nomor 1211/Kk.21.07/1/PW.01/11/2020 Tentang
Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil Atas Nama Binarmin Sija,
S.Ag, tanggal 17 November 2020;
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Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan atas
pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
XXxXxxxx tanggal 08 Desember 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten
Jeneponto, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P dan
diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan
dua orang saksi yang bernama Xxxxxxx dan XXxxxxx, masing-masing
memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata
cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan
Guru, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak
kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah sendiri Penggugat dan Tergugat, sebagai tempat kediaman bersama
terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun
sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika terjadi perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat
sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2019, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal;
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak
ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk
Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun Kembali dengan
Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup untuk

merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi Il. Xxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan

Guru, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sepupu dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah sendiri Penggugat dan Tergugat, sebagai tempat kediaman bersama
terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengamati rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula
rukun, namun sekitar tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan kelihatannya
masalah Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan
Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

selama 1 tahun;
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- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak
terjalin lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk
Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan pada tanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya
menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada setiap akan
diadakan persidangan  Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan
Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal
55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Pasal 26 ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara
pemanggilan yang diatur dalam Pasal Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan relaas panggilan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Jnp. yang dibacakan

oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi
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dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu
alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan

diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar

rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka perkara tersebut tidak
dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri
Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih

dahulu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat telah melampirkan
Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Jeneponto, karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini
berpendapat, bahwa Penggugat dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri
Sipil telah memenuhi ketentuan PP. No. 45 tahun 1990 Jo. PP. No. 10 tahun
1983, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat
adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Tergugat
terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi
karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa, sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan
hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat

akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto nomor xxxxxxx tanggal 08
Desember 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai
secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok,
yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan
perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti
P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P yang menerangkan
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak
bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang
adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis
Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai

bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang
telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang
menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan
perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum
antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan
dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan
bahwa Syigaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami
dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah
sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
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Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan
perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu
saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan dua orang saksi yang yang merupakan orang dekat

Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal
dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak,
tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan
persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan
Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah

memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang menerangkan atas
pengetahuan saksi sendiri Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan
Tergugat kurang lebih dari satu tahun ini, yang pergi dari tempat tinggal
bersama adalah Tergugat karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui
Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan saksi sebagai keluarga pernah
menasihati dan mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan
atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas
berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan
lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah
rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti
saksi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi
Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pernah dinasihati dan telah ada
usaha keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan
dengan fakta bahwa Majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar
dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya
terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami
dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap
istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang
kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah
Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta
pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun
terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran, terbukti pula Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun lamanya tanpa ada
hubungan dan perhatian satu dengan lainnya. Tenggang waktu selama tersebut
bukan waktu yang singkat bagi Penggugat untuk saling berbagi rasa dengan
dalam hal hubungan yang harmonis, sehingga dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran serta perpisahan tersebut adalah gambaran sikap kedua belah
pihak yang tidak nyaman lagi tinggal bersama sebagai suami istri, perhatiannya
telah saling berbelakangan, dengan demikian terbukti hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami istri telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk

hidup bersama,;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah hal yang dibenci oleh
Tuhan dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata
terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, demikian pula telah
terbukti terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak satu tahun lamanya tanpa
ada tanda-tanda akan berkumpul kembali, maka mempertahankan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah panjang
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penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar dari
maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para
pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sesuai

dengan kaedah figh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

QlSnW Ppy-y &9.» J )..'a.” (Kemudratan harus dihindarkan
sedapat mungkin), demikian juga kaidah figh yang berbunyi:

o Laodl cd> e paso suwlaadl |, (Menghindari kerusakan

lebih diprioritaskan dari menarik kemaslahatan);

Menimbang, bahwa perkara Ini telah bersesuaian pula dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan
dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis
Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun
lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan
dalam bukti P bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka
Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan
adalah talak ba'in sughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan
Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap
Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal
49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara
ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal
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89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxx) kepada
Penggugat (XXxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 28 Rabi’ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Muhamad
Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroqg, S.H. dan Itsnaatul
Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Muhammad Rusydi As’ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H. Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.
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Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan  Rp 200.000,00

4, PNBP Panggilan pertama  Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp316.000,00

(tigaa ratus enam belas ribu rupiah)
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